
BUPATI TAPIN
PROVINSI I(ALIMAITTAN SELATAN

PERATURAII BUPATI TAPIN
NOMOR (}4 TAIIUN 2015

TENTAIVG

PER.'ALIIITAIT DINAS
BAGI KIPAI"A DESA, PERAIYGKAT DESA, PIMPIITAN
DAN ANGGOTA BADAIT PERUUSYAWARATAIT DESA,

DAN PENGT'RUS/ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAI(ATAN DESA
DI KABI'PATEIY TAPTIY

DEITGAIV RAIII}IAT TI'HAIY YAITG MAIIA ESA

Menimbang : a.

BI'PATI TAPIN,

bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan
tugas kedinasan di lingkungan Pemerintahan
Desa di Kabupaten Tapin, dipandang perlu
mengattrr Pedalanan Dinas Bagr Kepala Desa,
Perangkat Desa, Pimpinan dan Anggota Badan
Permusyavraratan Desa, dan Pengums/Anggota
Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kabupaten
Tapin yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan
kaidah-kaidah pengelolaan keuangan desa
dengan menganut asas-asas transparan,
akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan
tertib dan disiplin anggaran;

batrwa berdasarkan pertimbangan sebagaima.na
dimaksud dalam hun.f a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Tapin tentang Pedalanan
Dinas Bagr Kepala Desa, Perangkat Desa,
Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan
Desa, dan Pengunrs /Anggota, kmbaga
Kemasyarakatan Desa di Kabupaten Tapin;

Undang-Undang Nomor 8 Tatrun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut,
Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II
Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 27561i

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggsa Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tatrun 1999 Nomor
75, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Mengingat : 1.

b.

I
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3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OlL tentang
Pembenhrkan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
20ll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 523fl;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang
Aparatur Sipil Negara (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 549a1;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang
Desa (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OL4 Nomor 7, Tambatran Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5a95);

Und4ng-Undang Nomor 23 Tatrun 2Ot4 tentang
Pemerintahan Daeratr (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubatr beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tatrun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan lrmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 292,
Tambalran kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO5 Nomor 140, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 45781;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintatran Daeratr
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun
2005 Nomor 165, Tambatran Iembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a593);

+.

5.

6.

7.

8.

9.
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OOT
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daeratr
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tatrun 2OO7 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a7371;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2OL4
tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2074 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tatrun 2OL4 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor L2
Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Perjalanan
Dinas;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan
Keuangan Daeratr, sebagaimana telatr diubatr
beberapa kali, terakhir dengan Perahrran
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2OLl
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2OO9 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintatr Daerah;

Perah;ran Menteri Keuangan Nomor
1 l3/PMK.OS | 2Ol2 tentang Perjalanan Dinas
Dalam Negeri Bag Pejabat Negara, Pegawai
Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
2Ol4 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113
Tahun 2Ol4 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa;

Peratrrran Daeratr Kabupaten Tapin Nomor O4
Tahun 2OOg tentang Urusan Pemerintahan
Daerah I(abupaten Tapin;

11.

L2.

13.

t4.

15.

16.

17.

18.

3
\.



L 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor O5
Tahun 2OO8 tentang Pembenhrkan Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah I(abupaten
Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali,
teraktrir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Tapin Nomor 01 Tahun 2OL4 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tapin Nomor 05 Tatrun 2OO8
tentang Pembenttrkan Organisasi dan Tata
Kega Perangkat Daeratr Kabupaten Tapin;

20. Peraturan Daeratr Kabupaten Tapin Nomor 12
Tafiun 2Ol2 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah;

21. Perahrran Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2Ol4
tentang Pedoman Pembenhrkan Produk Hukum
Daerah di Lingkungan Pemerintalr Kabupaten
Tapin;

ilEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAII BITPATI TENTANG PER.TALIINAIiI
DrNAS BAGr KEPALA, DESA, PERAITGI(AT DESA,
PIUPIIVAN DAIT AIYG(X)TA BADAIY
PERUUSYAWARATAI| DESA, DAN PENGTTRUS/
AIT(N}OTA LEMBAGA KEUASYARAISI.TAN DESA DI
KABI'PATEN TAPIN.

BAB I ,.

I(TIENTUAN I'UUU'

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.

2. Desa adalatr kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional
yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara
Kesatrran Republik Indonesia.

3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraa.n urusan
pemerintatran dan kepentingan masyarakat setempat dalam
Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
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4.

5.

t2.

13.

74.

15.

16.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

t7.

18.

r9.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan
n€rma lain dibanhr Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggua
Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang
anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan
keterpakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Tapin.

Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai
wewenang, tugas dan kewajiban unhrk menyelenggarakan
rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari
Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pimpinan BPD adalah Kehra dan Wakil Ketua BPD se-
Kabupaten Tapin.

Sekretaris BPD adalatr Sekretaris BPD se-Kabupaten Tapin.

Anggota BPD adalah Anggota BPD se-Kabupaten Tapin.

Perangkat Desa addah unsur pembantu Kepala Desa dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari
Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis,

Lembaga Kemasyarakatan Desa adalatr lembaga yang dibentuk
oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan mempakan
mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

Bendahara Desa adalah unsur staf Sekretariat Desa yang
membidangi urusan administrasi keuangan untuk
menatausahakan keuangan desa.

Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas yang dilalrukan oleh
Kepala Desa, Perangkat Desa, Pimpinan dan Anggota Badan
Permusyawaratan Desa, dan Pengurrrs/Anggota Lembaga
Kemasyarakatant Desa baik secara peror€rngan maupun secara
bersama dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju.
Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan Dinas yang
dilakukan dalam wilayatr Kabupaten Tapin.

Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah Perjalanan Dinas yang
dilakukan diluar wilayah Kabupaten Tapin.

Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan
pedalanan dinas.

Tempat Kedudukan adalatr lokasi kantor/satuan kerja.

Surat Perintah T\rgas yang selanjutnya disingkat dengan SPT
adalah Naskah Dinas sebagai alat pemberitatruan penugasan
dari atasan kepada bawatran unhrk melakukan ttrgas atasan
tersebut.
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21.

20.

22.

surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat spD adalah
dokumen yang diterbitkan oleh Kepala Desa dalam rangka
pelaksanaan Perjalanan Dinas.

Pelaksana SPD adalatr Kepala Desa, Perangkat Desa, pimpinan
dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan
Pengurus /Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa yang
melaksanakan perjalanan dinas.

Biaya Riit adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti
pengeluaran yang sah.

BAB II
RUAI|G LINGKITP, JEIUS, PRIITSP
DAIT BIAYA PERI'ALIINAIY DIITAS

Bagian Kesatu

Ruaag Hngkup PerJqlanan Dinas

. Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan
pertanggungiawaban Perjalanan Dinas bagi Kepala Desa, Perangkat
Desa, Pimpinan danrAnggota Badan Permusyawaratan Desa, dan
Pengurus / Anggota Irmbaga Kemasyarakatan Desa yang dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Bagirln Kedua

Jenls PerJalanan Dlnas

Pasal 3

Perjalanan Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa, Pimpinan dan
Anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan Pengurus/Anggota
Lembaga Kemasyarakatan Desa, meliputi :

a. perjalanan dinas dalam daerahl dan/atau
b. perjalanan dinas luar daerah, yaitu Pedalanan Dinas Luar

Daerah Dalam Provinsi Kalimantan Selatan atau Perjalanan
Dinas Luar Daerah Keluar Provinsi Kalimantan Selatan.

Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi
perjalanan dinas untuk keperluan :

a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada Kepala
Desa, Perangkat Desa, Pimpinan dan Anggota Badan
Permusyawaratan Desa, dan Pengurus /Anggota Lembaga
Kemasyarakatan Desa;

(1)

(21
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b. konsultasi/koordinasi dan pertemuan lainnya yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau pemerintah
Desa;

c. promosi pembangunan/produksi Desa;

d. ditugaskan mengikuti pendidikan dinas/pelatihan/seminar/
workshop/bimbingan teknis/rapat dan kegiatan sejenis
lainnya di luar tempat kedudukan;

e. mengikuti lomba;

f. menghadiri undangan hasil perlombaan;

g. menerima hadiah dan/atau penghargaan; dan

h. pendampingan.

Bagian Kettga

Prinsip PerJatanan Dlnas

Pasal 4

Pedalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip
sebagai berikut: 

"
a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan

prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan
desa;

b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian
kinerja Pemerintah Desa;

c. efisiensi penggunaan belanja Desa; dan

d. akuntabilitas pemberian perintatr pelaksanaan perjalanan dinas
dan pembebanan biaya perjalanan dinas.

Badan Keempat

Biaya PerJalanan Dlnas

Pasal 5

Biaya Perjalanan Dinas terdiri dari :

a. uang harian;

b. biaya transport; dan

c. biaya penginapan;

Pasal 6

(1) Uang Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a,
terdiri dari uang makan, uang transport lokal, dan uang saku.

rl

h,
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(21 uang Harian sebagaimana dimaksud dalam pasal s huruf a
diperhihrngkan sesuai dengan jumlatr hari perjalanan dinas
dikali besaran standar satuan harga uang harian perjalanan
dinas.

Pasel 7

Biaya Transport sebagaimana dimaksud datam Pasal s huruf b,
adalah biaya yang diberikan untuk keperluan transportasi
darat/ atr/laut/udara selama mela-ksanakan perjalanan dinas pergl
pulang beserta pengeluaran lain yang mengikrrtinya (airport
tax / retibusi yang dipungut di terminal/ stasiun / bandara/ pelabuhan
sesuai dengan peraturan penrndang-undangan yang berlaku) yang
dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Pasal 8

Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 hunf c,
merupakan biaya yang diperlukan rmtuk menginap di hotel atau
ditempat menginap lainnya yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil,

Pasal 9

Biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa.

Pasal 10

Biaya Perjalanan Dinas digolongkan ddam 2 (dua) tingkatan, yakni :

a. Tingkat A untuk Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD, Wakil
Kehra BPD, Sekretaris BPD, dan Anggota BPD;

b. Tingkat, B untuk Kepala Urusan dan Pelaksana
Teknis/Kewilayatran, serta Pengurus/Anggota Lembaga
Kemasyarakatan Desa;

Pasal 11

(1) l,amanya wakEu perjalanan dinas dalam/luar daerah maksimal
4 (empat) hari atau sesuai dengan
telex/ for/ surat/ undangan / permohonan/ telaahan staf.

(21 Dalam hal menghadiri kegiatan diluar daerah dalam Provinsi
Kalimantan Selatan yang pelaksanaannya dimulai pada Pukul
O9.OO Wita atau sebelumnya, Pelaksana SPD dapat
melaksanakan perjalanan dinas dimulai sejak I (satu) hari
sebelumnya.
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BAB IU
SI'RAT PERIITTAII TUGAS

DAIY SI'RAT PER^'ALIIIYAIT DINAS

Pasat 12

(1) Dalam hal mengajukan sPT melaksanakan perjalanan d.inas
agar disertakan dasar telex/ faxl surat/r-rndangan/telaahan staf
dan/ atau permohonan perjalanan dinas.

(2) Penandatanganan SPr Perjalanan Dinas Dalam Daerah untuk
Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua/wakil Ketua/sekretaris
/Anggota, BPD, dan Pengurus /Anggota Lcmbaga
Kemasyarakatan Desa ditandatangani oleh Kepala Desa.

(3) Penandatanganan sPT Perjalanan Dinas Keluar Daerah
ditandatangani oleh Camat.

(3) Penandatanganan sPD Dalam Daerah dan Keluar Daerah,
ditandatangani oleh Kepala Desa.

BAB tV
PER.IALIIITAN DINAS DALIIU DAIRAII

Pasal 13

Pelaksana SPD yang melaksanakan perjalanan dinas dalam
daerah diberikan uang harian dan biaya transport bagi yang
menggunakan kendaraan umum.

Besarnya uang harian perjalanan dinas dalam daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Desa ke Ibu Kota
Kabupaten Tapin (Wilayah Kota Rantau/Kecamatan Tapin
utara) atau dari Desa ke Desa-Desa antar Kecamatan atau dari
Desa ke Kantor Kecamatan diluar wilayah Kecamatannya
(Kecamatan tetangga) diberikan sesuai besaran yang ditetapkan
sebagaimana tercantum dalam La.mpiran I yang menrpakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan diatur sebagai berikut :

a. biaya transport dengan menggunaf<an sepeda motor dinas
berupa penggantian bahan bakar minyak sesuai kebuhrhan
nyata jarak yang ditempuh (pembelian batran bakar minyak
yang wajar) dari tempat kedudukan sampai ke tempat
flrjuan (pergi-pul*g);

(1)

(21

(3)

\,
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(4)

b. biaya transport dengan menggunakan kendaraan umum
dibenarkan apabila yang bersangkutan bukan pemegang
sepeda motor dinas atau hanya dapat ditempuh dengan
kendaraan umum; dan

c. penggunaan kendaraan umum sebagaimana dimaksud
dalam huruf b adalah kendaraaan roda empat (taksi
anglnrtan pedesaan/angkutan sejenis lainnya), roda dua
(ojek) dan perahu motor (kelotok) pergr pulang.

Biaya transport dengan menggunakan kendaraan umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hunrf b dan huruf c,
dibayarkan sesuai dengan biaya riil, sebagaimana batasan
tertinggi (besaran plafon) yang ditetapkan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Perjalanan dinas ,yang dilaksanakan dari Desa ke Kantor
Kecamatan diwilayatrnya atau dari Desa ke Desa-Desa lainnya
dalam wilayah Kecamatan yarg sama diberikan uang harian
dan biaya transport.

Besarnya u€u-rg harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diberikan 50% (lima puluh persen) dari uang harian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) yang ditetapkan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang menrpakart
6agT tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Biaya transport sebagairnana dimaksud pada ayat (1)

dibayarkan sesuai dengan biaya riil yang pengaturannya
berdasarkan ketenhran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat (3).

BABV :

PER^IALIUYAIT DIITAS LUAR DAERAII

Baglan Kesatu

PerJalanaa Dlnas Luar Daerah
Datam Provitli Kallnantan Selataa

Pasal 15

Pelaksana SPD yang melaksanakan perjalanan dinas keluar daerah
dafam Provinsi Kalimantan Selatan diberikan uang harian, biaya
transport dan biaya penginapan.

(1)

(21

(3)

,li10



Pasal 15

Besarnya uang harian sebagaimana dimaksud datam pasal ls
diberikan sesuai besaran yang ditetapkan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pesal 17

(1) Biaya transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15,
dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan diatur sebagai berikrt ;

a. biaya transport dengan menggunakan sepeda motor dinas
berupa penggantian bahan bakar minyak sesuai kebuhrhan
nyata jarak yang ditempuh (pembelian batran bakar minyak
wajar) dari tempat kedudukan sampai ke tempat tujuan
(pergi-pul*g);

b. biaya transport dengan menggunakan alat transportasi
umum darat/ar dari tempat kedudukan sampai ke tempat
tujuan (pergr-pu1*g), yang terdiri dari biaya transport dari
tempat kedudukan sampai ke terminal/pelabuhan yang
dilanjutkan sampai ke tempat hrjuan;

c. biaya transport dengan menggunakan alat transportasi
umum darat dari tempat kedudukan sampai ke bandara
(terminal keberangkatan) pergi-pulang;

d. biaya transport dengan menggunakan alat transportasi
umum udara dari terminal keberangkatan sampai dengan
terminal kedatamgan (pergr-pu1*g), diberikan fasilitas kelas
ekonomi yang dibayarkzur sesuai dengan biaya riil; dan

e. biaya transport dengan menggunakan alat transportasi
umum dari bandara (terminal kedatangan) sampai ke tempat
tuj uan / hotel/ tempat menginap lainnya (pergr-pulang) .

Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
huruf c, dan hurrrf e dibayarkan sesuai dengan biaya dil,
sebagaimana batasan tertinggi (Besaran Plafonl yang ditetapkan
dalam'I"ampiran II yang mempakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Biaya transport dari hotel/tempat menginap lainnya sampai ke
tempat tujuan pergi-pulang (biaya transport lokal), dibayarkan
dari komponen uang harian.

(2)

(3)
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Pasal 18

(1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam pasal ls
dibayarkan sesuai dengan biaya riil sebagaimana batasan
tertinggi (Besaran Plafonl yang ditetapkan dalam Lampiran II
yang menrpakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan
Bupati ini.

(21 Dalam hal biaya penginapan melebihi batas besaran plafon
biaya penginapan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), maka kelebihan biaya dimal<sud tidak termasuk dalam
komponen biaya perjdanan dinas yang dipertanggungiawabkan.

(3) [.amanya menginap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
jumlah hari perjalanan dinas dikr:rangi I (satu) hari.

Ba$aa Kedua

PerJalanan Dines Luar Daerah
Keluar Provlnei Kellnantea Selatan

Pasal 19

Pelaksana SPD yang melaksanakal perjalanan dinas luar daerah
keluar Provinsi Kalimantan Selatan diberikan uang harian, biaya
transport dan biaya penginapan.

Pasal 2()

Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diberikan
sesuai besaran yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

(1) Biaya transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan diatur sebagai berikut :

a. biaya transport dengan menggunakan sepeda motor dinas
dari tempat kedudukan sampai ke terminal keberangkatan
(pergr-pulang) bempa penggantian bahan bakar minyak
sesuai kebuhrhan nyata jarak yang ditempuh pergi-pulang
(pembelian bahan bakar minyak wajar);

b. biaya transport dengan menggunakan sepeda motor dinas
dari tempat kedudukan sampai ke tempat
tujuan/hotel/tempat menginap lainnya pergr-pulang berupa
penggantian bahan bakar minyak sesuai kebuhrhan nyata
jarak yang ditempuh pergi-pulang (pembelian bahan bakar
minyak wqiar);
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c. biaya transport dengan menggunakan alat transportasi
umum darat dari tempat kedudukan sampai ke tempat
tujuan / hotel/ tempat menginap lainnya (pergr-pulang) ;

d. biaya transport dengan menggunakan alat transportasi
umum darat dari tempat kedudukan sampai ke
bAndara/ terminal (terminal keberangkatan) pergi-pulang;

e. biaya transport dengan menggunakan alat transportasi
umum udara dari terminal keberangkatan sampai dengan
terminal kedatangan (pergr-pulang), diberikan fasilitas kelas
ekonomi yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil; dan

t. biaya transport dengan menggunakan alat transportasi
umum dari bandara (terminal kedatangan) sampai ke tempat
tujuan / hotel/ tempat menginap lainnya (perg-pulang) .

{21 Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) humf c,
huruf d dan huruf f dibayarkarr sesuai dengan biaya riil,
sebagaimana batasan tertinggi (Besaran Plafonl yang ditetapkan
dalam Lampiran III yang merupakan bagan tidak terpisahkart
dari Peraturan Bupati ini.

(3) Biaya transport dari hotel/tempat menginap lainnya sampai ke
tempat tr{iuan pergl-pulang (biaya transport lokal), dibayarkart
dari komponen uang harian.

Pasal 22

(1) Biaya penglnapaq, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

dibayarkan sesuai dengan biaya riil sebagaimana batasan
tertinggi (Besaran Plafonl yang ditetapkan dalam Lampiran III
yang 'inerupakan bagran tidak terpisahkan dari Peratrrrart
Bupati ini.

(21 Dalam hal biaya penginapan melebihi batas besaran plafon
biaya penginapan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), maka ketebihan biaya dimaksud tidak termasuk dalam
komponen biaya pedalanan dinas yang dipertanggungiawabkan.

(3) l.a,manya menginap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
jumlatr hari pedalanEur dinas dikurangi 1 (sattr) hari.
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BAB VI
PROSEDUR PEUBAYARAN BIAYA PER.'ALIIISAIT DINAS

Pasal 23

Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan dengan mekanisme
Uang Persediaan (UP) dari Kas Desa.

Pasat 24

Pemberian uang muka dapat diberikan kepada Pelaksana SPD
didasarkan atas perrrrintaan dari Kepala Desa kepada Bendahara
Desa dengan dilampiri :

a. undangan/ surat / telex/ fax/permohonan perjalanan
dinas/telaahan staf;

b. surat perintah tugas (SPT);

c. surat pedalanan dinas (SPD);

d. kvuitansi tanda terima uang muka perjalanan dinas; dan

e. rincian perkiraan biaya perjalanan dinas.

Pasal 25

Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24,
maka Bendahara Desa membayar uang muka perjalanan dinas
kepada Pelaksana SPD yang melaksanakan perjalanan dinas.

BAB VN

PERTAITGGUITG\'AWABAN BIAYA PER.'ALITNAII DIITAS

Pasat 26

Biaya perjalanan dinas dipertanggungiawabkan oleh Pelaksa-na SPD
yang melaksanakan perjalanan dinas paling lambat 7 (tu.iuh) hari
keda setelatr perjalanan dinas dilaksanakan.

Pasd 27

Bahan-bahan pertanggungiawaban b"gr Pelaksana SPD yang
melaksanakan perjalanan dinas meliputi :

a. undangan/ surat / telex / fax/ permohon€rn perjalanarr
dinas/telaahan staf;

b. surat perintah tugas (SPT);

c. surat perjalanan dinas (SPD);
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d.

e.

f.

laporan hasil perjalanan dinas;

kwitansi perjalanan dinas;

rincian biaya perjalanan dinas yang
transport dan biaya penginapan; dan

bukti pengeluaran yang sah dari
penginapan.

memuat uang harian, biaya

biaya transport dal biaya

.' Pasat 28

Uang harian sebagaimana dimaksud
dibayarkan sesuai banyaknya hari
melaksan al<an perjalanan dinas.

dalam Pasal 27 huruf f
yang digunakan untuk

Pasal 29

(1) Biaya transport Pelaksana SPD yang melaksanakan perjalanarr
dinas didukung dengan bukti pengeluaran yang sah, benrpa :

a. nota/lsvitansi pembelian bahan bakar minyak harga
pemerinta.tr untuk sepeda motor dinas sesuai kebuhrhan
nyata jarak yang ditempuh perg-pulang (pembelian bahart
bakar minyak wajar);

b. lrwitansi/bukti pembayaran biaya penggunaan kendaraan
umum roda empat pergi-pulang;

c. lsvitansi/bukti pembayaran biaya penggunaan kendaraart
roda 2 (dua) / ojek perg-pulang;

d. kwitansi/bukti pembayaran biaya penggunaan perahu motor
(kelotok) pergi-pulang;

e. tiket transportd.si dari tempat kedudukan ke terminal bus/
stasiun/ b andaral pelabuhan pergi-pulang;

f. tiket transportasi dari terminal bus/stasiun/bandara/
pelabuhan keberangkatan ke terminal bus/stasiun/
bandara / pelabuhan kedatangan pergi-pulang;

g. tiket pesawat udara dilampiri dengan cetak pemesanan tiket
yang mencanttrmkan harga, narna, nomor dan tqiuan tiket
serta wakhr keberangkatan lprint out bookingl, boarding
pcrss, ailport tax darr retribusi dari terminal keberangkatan
ke termind kidatangan pergi-pulang;

h. lruritansi/bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh
badan usaha yang bergerak di bidang jasa angkutan unttrk
penggunaan kendaraan umum dari terminal bus/stasiun/
bandara/pelabuhan kedatangan ke tempat tujuan pergr-
pulang; dan

i. bulrti pembayaran moda transportasi lainnya.
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(2) Dalam hd bukti pembayaran/pengeluaran biaya transport
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hurrrf c, huruf d,
dan humf e tidak diperoleh, maka pertanggungiawaban biaya
transport perjalanan dinas harus dilengkapi dengan surat
pernyataan yang menjelaskan bahwa biaya transport yarrg
dikeluarkan sesuai kebutuhan nyata jarak yang ditempuh perS
pulang (Daftar Pengeluaran Riil).

Dalam hal melaksanakan perjalanan dinas kehilangan salah
satrr boardingpass, yaifu boardingpass keberangkatan atau
kepulangan, maka diharuskan membuat surat pernyataan
kehilangan boardingpass dengan menyebutkan nomor tiket dan
kode booking serta jadwal penerbangan atas penerbangan yang
hilang bo ardingpas$rya dimaksud.

, Pasel 30

Biaya penginapan bagr Pelaksana SPD yang melaksanakan
perjalanan dinas didukung dengan bukti pengeluaran yang satr
berupa kwitansi atau bukti pengeluaran lainnya yang dikeluarkan
oleh hotel atau tempat menginap lainnya.

Pasal 31

Pelaksana SPD yang telatr melaksanakan perjalanan dinas
menyampaikan selumh bukti pengeluaran asli kepada Kepala
Desa melalui Bendahara Desa.

Kepala Desa melalui Bendatrara Desa melakukan perhitungan
rampung seluruh bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas
Pelaksana SPD yang melaksanakan perjalanan dinas.

Apabila terdapat kelebihan pembayaran, Pela-ksana SPD yang
melaksanakan perjalanan dinas mengembalikan kelebihan
dimaksud kepada Bendahara Desa.

Apabila terdapat kekurangan pembayaran, atas persetujuan
Kepala Desa, maka Bendatrara Desa membayar kekurangan
dimaksud kepada Pelaksana SPD yang telah melaksanakan
perjalanan dinas.

BAB VUI

XETENTUAI| LIUN-LIUil

' Pasal 32

Pelaksana SPD yang melaksanakan perjalanan dinas dalam
rangka menghadiri/mengikuti undangan kegiatan dari
lembaga/instansi/panitia pengrrndang, yang mewajibkan untuk
membayar biaya kontribusi, maka biaya kontribusi dimaksud
dapat diberikan sesuai besaran yang telah ditentukan oleh
lembaga/ instansi/ panitia pengundang.

(3)

(1)

(2)

(3)

(41

(1)
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(2) Apabila biaya kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sudah termasuk dengan biaya penginapan, maka Pelaksana
SPD yang melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka
menghadiri/mengikuti undangan kegiatan dari
lembaga/instansi/panitia pengundang, harrya diberikan biaya
transport dan uang harian sesuai tingkatan Pelaksana SPD yang
telatr ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasat 33

Biaya perjalanan dinas tidak dibayarkan terhadap komponen biaya
yang ditanggung oleh lembaga/ instansi/ panitia pengundang.

Pasal 34

Dalam hal batasan tertinggi (besaran plafon) biaya transport dengan
menggunakan alat transportasi umum darat/air yang telah
ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam L,ampiran I, L,ampiran II
dan Lampiran III Peraturan Bupati ini tidak mencukupi, maka
penggunaan biaya transport dengan menggunakan alat transportasi
umum darat/air yang melebihi batasan tertinggi (besaran plafon)
dimaksud dapat dipertanggungiawabkan dan dibayarkan sesuai
dengan biaya dil, yang dibuktikan dengan tiket/krvitansi/bukti
pembayaran lainnya yang sah yang dikeluarkan oleh Badart
Usaha/pengelola usaha/pemberi jasa yang bergerak di bidang jasa
transportasi umum dimaksud.

Pasal 35

Dalam hal Pelaksana SPD akan melaksanakan Pedalanan Dinas
menggunakar dana ya4g bersumber selain Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa maka persetujuan Pedalanan Dinas tetap
mengacu kepada ketentuan dalam Pasal 12.

BAB IX
I{ETENTUAIY PEITUTI'P

Pagal 36

Bentuk Format SPT, SPD, Daftar Pengeluaran Riil, Pernyata.an
Kehilangan 'Boardingpass, dan Rincian Biaya Perjalanan Dinas
sebagaimana tercanhrm dalam Lampiran IV yang merupakan bagian
tidak terpisatrkan dari Peraturan Bupati ini.
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Pesat 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaktr, maka Kepala Desa,
Perangkat Desa, Pimpinan dan Anggota Badan permusyawaratan
Desa, dan Pengurus/Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam
melaksanakan Perjalanan Dinas hanrs berpedoman pada peraturan
Bupati ini.

Pasel 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 06 Maret 2015

Diundangkan di Rantau
pada tafrgg4l_06 Maret 2015

KABUPATEN TAPIIT,

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2OI5 NOMOR 05

lt
ltt
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LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR : 04 TAHUN 2015
TANGGAL :06 MARET2015

BF,SARAI{ UAIIG IIARIET DAII BESARII| PLAtlOf, BIAYA TRAITSPORT PER.'ATATAI| DITAS DAIAU DAERAII XABUPATE TAPIT

No. TEMPAT
KEDUDUKAN

KECAItrATAIT TUJI'AN
/DESA TUJI'AW DALAM
WII,AYATI I{TCAUATAIT

SATUAIT

BESARAIT UANG HARIAN
(Rp.l

BESARAIT UAIVG IIARIAN
DALAIII KECAItr,ATAN
(DESA/KECATIATAN

TUJIIAN DALAil WILAYAII
xEcAruaTAIt)

BESiARAII PLAFON BIAYA
TRAIITSPORT

TIITGIIAT A TIITGI{AT B

1.

DESA

Binuang OH 60,o00 50,ooo

50% dari Besaran Uang
Harian Antar Keca.rratan

Rp. 50.000,
/orang/kaIi

Besaran plafon biaya2. Tapin Selatan OH 60,000 50,o00

3. Tapin Tengah OH 60,000 50,000 transport merupakan
satuan besaran plafon
biaya transport yang
digunakan untuk
perencanaan
kebutuhan biaya
transport satu kali
-^-:^l^--- ',oL-i ,la-i

4. Tapin Utara OH 60,o00 50,ooo

5. Candi Laras Selatan OH 60,o00 50,000

6. Candi Laras Utara OH 60,000 50,000

7. Bakarangan OH 60,o00 50,o00
8. Piani OH 60,o00 50,000

9. Bungur OH 6O,O0o 50,oo0
l-".
tempat kedudukan
menuju tempat tduan
atau sebaliknya.

10. Lokpaikat OH 60,o00 50,000

11. Hatungun OH 60,o00 50,000

t2. Salam Babaris OH 60,000 50,000

Keterangan :

1, Desa dalam wilayah Kecamatan Tapin Utara dalam pelaksanaan Perj'alanan Dinas Dalam Daerah dari Desa ke
Ibu Kota Kabupaten Tapin (Wilayah Kota Rantau/Kecamatan Tapin Utara) hanya diberikan uang harian sebesar 5O%o

(lima puluh persen) dari besaran Uang Harian antar Kecamatan;

2. Uang harian Peg'alanan Dinas Dalam Daerah tidak diberikan kepada Desa yang melaksanakan peq'alanan dinas dalam daerah
ke Kantor Kecamatan diwilayahnya, yang mana Desa nya tersebut adalah sebagai Ibu Kota Kecamatan;



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR : 04 TAHUN 2015
TANGGAL : 06 MARET 2015

BESARAIT UIIITG HARIAN, DEAARAN PTABOII BIAYA TRAflSPORT, DAIT BESARAIT PI"AFON BIAYA PE GINAFAN/HOTEL
PER.'AI,AITAIT DIITASI LUAR DAERAII DALITII PROVII{SI IIALIIf,AITTAIT SEI.ATAII

No.
TUJUAN

IIAP,III'ATE,N'I(rlTA SATUAN

BESARAN
UANG IIARIAN

lRp.l BESARAN PLAFON BIAYA TRANSPORT

BISARAN PI,AFON BIAYA
PENGINAPAN/HOTEL

(Rp.)

TINGI{AT A TINGKAT B TINGKAT A TINGKAT B

1. Banjarbaru OH 180,000 150,000

Rp. 1OO.00O,

/orang/kali

Besaran plafon biaya transport
merupakan satuan besaran plafon
biaya transport yang digunakan
untuk perencanaan kebutuhan
biaya transport satu kali
perjalanan, yakni dari tempat
kedudukan menuju tempat
tujuan/ hotel/ temp at menginap
lainnya atau sebaliknya, dari
tempat kedudukan menujir
b aldara/ pelabuhan / terminal
keberangkatan atau sebaliknya,
dari bandara/ pelabuhan/ terminal
kedatangan menuju tempat
tujuan/ hotel / temp at menginap
lainnya atau sebaliknya.

500,000 350,000

2. Banjarmasin OH 180,OOO 150,000 500,000 350,000

J. Banjar OH 180,OOO 150,000 500,000 350,000

4. Barito Kuala OH 180,000 150,000 500,000 350,O00

5. Hulu Sungai Selatarr OH 180,O00 150,O00 500,000 350,000

6. Hulu Sungai Tengah OH 180,000 150,000 500,000 350,000

7. Hulu Sungai Utara OH 180,OOO 150,000 500,000 350,000

8. Balangan OH 180,O00 150,000 500,000 350,O00

9. Tabalong OH 180,000 150,OO0 500,000 350,000

10. Tanah Laut OH 180,OOO 150,000 500,000 350,000

11 Tanah Bumbu OH 180,000 150,000 500,000 350,000

12. Kotabaru OH 180,OOO 150,000 500,000 350,000



LAMPIRAN III PERATI'RAN BI'PATI TAPIN
NOMOR : 04 TAHUN 2015
TANGGAL : 06 MARET 2015

BEAARAf, UAISG HARIAIT, BEsARAf, PI.AF{) IIAYA TRAtrAFORT, DAII BESARAI| PI,AtrlOtr BIAYA PETGITAPAI|/HOTEL
PERJAL/IITAIT DITAS LUAR DAERAH IIELUAR PR,OVIIISI XALIIAIfTAI{ SELATIIT

No. PROVINSI TUJI'AIT SATUAN

BESARAN
UANG HARIAN

(Rp.) BESARAN PLAFON BIAYA TRANSPORT
(Rp.)

BESARAI'I PLAI'ON BIAYA
PENGINAPAN/HOTEL

tRp.f

TINGKAT A TIIIGI{AT B TINGKAT A TIIYGI{AT B

1 Aceh OH 450,O00 4OO,O0O 150,000 IOrang/KaJl Besaran plafon biaya transport
merupakan satuan besaran
plafon biaya transport yang
digunakan untuk perencanaan
kebutuhan biaya transport satu
kali perjalanan, yakrri dari
tempat kedudukan menuju
tempat tuju an / hotel/ tempat
menginap lainnya atau
sebaliknya, dari tempat
kedudukan menuju
bandara/ pelabuhan / terminal

m0,000 400,000

2 Surnatera Utara OH 450,O00 4OO,OOO 150,0o0 /Orang/KaJi 500,000 400,ooo

J Riau OH 450,000 40o,o0o 150,0OO /Orang/Kali 500,000 400,ooo

+ Kepulauan Riau OH 450,O00 400,ooo 150,000 /Orcng/Kan 500,oo0 400,000

5 Jambi OH 450,O00 40o,ooo 150,OOO /Orang/KaJt 500,000 400,oo0

6 Surnatera Barat OH 450,O00 400,ooo 150,OOO /Orang/Kalt 500,o00 400,000

7 Sumatera Selatan OH 450,O00 4OO,O0O 150,O00 lOrang/Kdt 500,000 400,000

B Lampung OH 450,O00 4OO,O0O 150,0O0 /Orang/Kali 500,000 400,000

9 Bengkulu OH 450,O00 400,o00 150,OOO /Orang/Kali 500,000 400,000

10 Bangka Belitung OH 450,000 400,000 150,0O0 /Orang/Kati
KeDereulgKaEa.ll af, au seo€ulKnya,
dari
bandara/ pelabuhan / terminal
kedatangan menuju tempat

500,000 400,000

11 Banten OH 450,000 40O,O00 150,OOO /Orang/Kah 500,o0c 400,000

t2 Jawa Barat OH 450,000 400,o00 150,OOO /Orang/Kah 500,o0c 400,000

13 DKI Jakarta OH 450,000 400,o00 150,OOO /Orang/Kali
LqJqar/ rruLEr/ LsurPaL usrrSuray

lainnya atau sebaliknya. 500,00c 400,000

t4 JawaTengah OH 450,000 400,o00 150,O00 /Orang/Kati 500,000 400,000

15 DI Yogjakarta OH 450,000 400,o00 150,O00 /Orang/Kan 500,000 400,000

16 Jawa Timur OH 450,000 400,o00 150,OOO /OranglKaJi 500,o00 400,000

t7 Bali OH 450,000 400,o00 150,000 /Orang/Kali 500,o00 400,000

1B Nusa Tenggara Barat OH 450,000 400,000 150,OO0 lOrang/Kdi 500,000 400,000

19 Nusa Tenggara Timur OH 450,000 400,000 150,000 /Orang/KaIi 500,000 400,000

20 Kalirnantan Barat OH 450,000 400,000 150,000 /Orang/Kali 500,000 400,000
\



No. PROVINSI TUJI'AIT SATUAIT

BTSARAIT
UANG IIARIAIT

tnp.!
BEISARAN PLAFOIT BI.AYA TRANSPORT

(Rp.)

BESARAN PLAI'ON BIAYA
PEnGTIIAPAN/HOTEL

(Rp.l

TIISGKAT A TIITGKAT B TIIYGI(AT A TIITGKAT B

21 Kalimantan Tengah OH 450,000 400,000 150,0o0 /Orang/Kalt 500,oo0 400,0o0

22 Kalimantan Tirnur OH 450,000 400,000 150,00o /Orang/Kali 500,000 400,000

23 Kalimantan Utara OH 450,000 400,o00 150,OO0 /Orang/Kali 500,000 400,000

24 Sulawesi Utara OH 450,000 400,000 150,0oo /Orang/Kab 500,000 400,000

25 Gorontalo OH 450,000 400,o00 150,000 /Orang/Kalt 500,000 400,000

26 Sulawesi Barat OH 450,000 400,000 150,000 /Orang/Kali 500,000 400,000

27 Sulawesi Selatan OH 450,000 40o,o00 150,OO0 /Orang/Kali 500,000 400,000

28 SulawesiTengah OH 450,000 400,o00 150,O00 /Orang/Kdi 50o,0o0 400,000

29 Sulawesi Tenggara OH 450,000 400,o00 150,OOO /Orang/Kah 500,oo0 400,oo0

30 Maluku OH 450,000 400,ooo 150,OOO /Orang/Kdi 50o,000 400,000

31 Maluku Utara OH 450,O00 400.000 150,O00 /Orang/Kali 500,000 400,000

32 Papua OH 450,O00 400,000 150,OOO /Orang/Kali 500,oo0 400,00c

33 Papua Barat OH 450,O00 400,000 150,OO0 /Orang/Kah 500,oo0 400,000



LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR : 04 TAHUN 2015
TANGGAL : 06 MARET 2015

A. FIORMA:I SI'RAT PTRINTAII TUGAS ISPT) :

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
KECAMATAI\ ............

PEMERINTAII DESA ........ o o........ o....

Jalan

SURAT PERIIYTAH TUGAS
Nonor: ..............

DASAR

Dengan ini ditugaskan kepada :

tr[o. Nana
ilIP PangLat/Gof Jabcts,n

l.
2.

dst.

Maksud Surat Perintah T\rgas :

Demikian Surat P.erintah T\rgas ini dibuat, untuk dilaksanakan dan
dipergunakan sebagaimana mestinya, dan setelah selesai menjalankan Surat
Perintah Tugas ini diharuskan menyampaikan hasil laporan kepada yang
memberikan ttrgas.

Ditetapkan di
pada tanggal

Keperluan

Tempat tujuan

Berlaku mulai tanggal

Alat angkutan yang
dipergunakan

Pernbebanan anggaran

KEPAI,A DESA.



PEMERINTAH KABTIPATEN TAPIN

SI'RAT PERI.UTAH TUGAS
Itlomor 3 ......,.......

DASAR : ............

Dengan ini ditugaskan kepada :

IYo.
Nama
NIP Parglat/Gol Jebeten

1.

2.
dst.

Maksud Surat Perintah T\rgas :

Keperluan

Tempat tujuan

Berlaku mulai tanggal

Alat angkutan yang
dipergunakan

Pembebanan anggaran

Demikian Surat Perintah T\.rgas ini dibuat, untuk dilaksanakan dan
dipergunakan sebagaimana mestinya, dan setelah selesai menjalankan Surat
Perintah T\rgas ini diharuskan meny4mpaikan hasil laporan kepada yang
memberikan tugas.

Ditetapkan di
pada tanggal

CAMAT



B. FOR$IAT SITRAT PER.TALAIIAII DII{AS (SPDI :

PEMERINTAH KABUPATBN TAPIN
KECAMATAI\I ....................r.

PEMERINTAH DESA ...o.....o.oo..........

Jalan

Nomor :

sI'RAT PER.'AL/IITAIT DIIYAS

1 Pejabat yang memberi perintah

2 Nama dan NIP Pegawai yang
diperintatr

3 a. Pangkat/Golongan
b. Jabatan
c. Tingkat Perjalanan Dinas

Menurut Peraturan

a,
b.
c.

4 Maksud perjalanan dinas

5 Alat angkutan yang digunakan

6 a. Tempat berangkat
b. Tempat tujuarr

a,
b.

7 a. Lamanya perjalanan dinas
b. Tanggal berangkat
c. Tanggal kembali

a.
b.
c.

8 Pengikut
(Nama/ Nip/ Pangkat/ Golongan/
Jabatan)

9 Pembebanan anggaran :

a. Instansi
b. Mata Anggaran

a.
b.

to Keterangan lain-lain

Dikeluarkan di Rantau
pada tanggal

KEPALA DESA



I. Berangkat dari
(Tempat Kedudukan)
Ke
Pada tangrqal

Kepala Desa...........,

IL Tiba di :

Pada tanggal :

Kepala

Berangkat dari
Ke
Pada tanggal

KepaIa

III.Tiba di :

Padatanggal :

Kepala

Berangkat dari
Ke
Pada tanggal

Kepala

IV.Tiba di :

Padatanggal:

Kepala

Berangkat dari
Ke
Pada tanggal

Kepala

V. fiba kembali di r

(Tempat Kedudukan)
padatanggal I

Keiiala DcSa .............

Telah diperiksa dengan keterangan bahwa
perjalanan dinas tersebut di atas benar-
benar dilakukan atas perintahnya dan
semata-mata untuk kepentingan jabatan
dalam wtrkt[ yang seSingkat-singkatnya.

VI. Catatan lain-lain :

PERHATI.AN :

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan pedalanan dinas, para
pejabat yang mengesahkan tanggal berangkatltiba, serta bendahara pengeluaran
bertanggungiawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan daerah apabila daerah
menderita kerugian akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.

uI.



C. FORtrIAT DAI"TAR PEilGELUARAN RIIL :

DA.FTAR PENGELUARAIT RIIL

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama i

NIP/Tempat, Tanggal :

Lahir

Jabatan

Berdasarkan Surat Perintah T\rgas (SPT) Nomor tanegat , dan
Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor . . tanggal ., dengan
ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya transport dibawah ini yang tida-k dapat diperoleh bukti-bukti
pengeluarannya, meliputi :

Ifo. Usetan Jualah

Juotah

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk
pelaksanaan Perjatanan Dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari
terdapat kelebihan atas pembayaran, sYa bersedia untuk menyetorkan
kelebihan tersebut ke Kas Desa.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakart
sebagaimana mestinya.

Mengetatrui/Menyetujui: ..,tanggal,bulan,tatrun
Kepala Desa ..............!...., Pelaksana SPD,



D. ['OR}IAT PERIYYATAAN KTIilUTilGAN BOARI'II\rcPASS
TRAIYSPORTASI IIDARA :

SURAT PERITYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama

NIP/Tempat,Tgl.Lhr
Pangkat/Golongan

Jabatan

berdasarkan Surat Perintatr T\rgas (SPT) Nomor tanggal
dan Surat Pedalanan Dinas (SPD) Nomor

tanggal ...... telatr melaksanakan perjalanan dinas selama .....
(.....) hari pada tanggal ... s/d. tanggal ., untuk keperluan

;;;.... 
dengan menggunakan alat transportasi umum

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya
telah kehilangan Boarditrgposs ........(keUerangkatan/Kepulangan) beserta
dengan airport tor, dengan nomor tiket....... . dan kode booking

. serta tanggal penerbangan .......

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyutujui : Rantau,
Kepala Desa Pelaksana SPD,

4



E. T1ORMAT RINCIAIV BIAYA PER.'AI"AITAIT DIITAS :

RINCIAN BIAYA PER.'AUUIAN DIITAS

Nomor&TanggalSPT : ,tanggal
Nomor & Tanggal SPD : ..... . .., tanggal

Rantau,
Pelaksana SPD,

(......,....................)

TAIYDA TERI}IA BIAYA PER.'ALIINAIT DIITAS

No Uralen
Rlactan Btaya Jumlah

lRpl
Ket.

Volume Hargn (npl

1

2

3

4

Biaya Tfansport

Biaya Penginapan

Uang Hariarr

dst.

Total Biaya Pedalanan Dinas

Terbilang:

NO. .,ABATAIY/
PANGKAT IGOL

T,UULIUI UANG
YAXG DITERIMA

TAITDA
TANGAIT

1.

2.


